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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas perkenanNya 

maka penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan 

Kerja KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat diselesaikan. 

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja KPU 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2025 ini disusun dalam rangka 

memberikan informasi tentang pencapaian kegiatan Zona Integritas dalam rangka 

mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

yang memuat basil pelaksanaan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi. 

Diharapkan Laporan Evaluasi ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan 

Program Kegiatan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 di Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bengkulu dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan 

menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja Program 

Kegiatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBBM). 

 

 

Bengkulu, 24 Desember 2025 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu, 

 

 

Rayendra Pirasad 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode 

reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan 

mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map 

reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan 

pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi 

yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan 

publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi 

tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu 

mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, 

dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang 

menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan 

terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi 

yang haras dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah. Sejalan dengan hal 

tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian 

sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-

2024, teratama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik 

yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja 

sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang 

merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, 

diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat 

menuju Wilayah Bebas dari Korapsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain 

tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik 

yang prima dan berintegritas. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 

54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korapsi yang disertai 

dengan Surat Keputusan Bersama dengan lima pimpinan tim Strategi Nasional 

Pencegahan Korapsi, maka perlu dibangun ZI pada kawasan-kawasan strategis. 

Unit-unit kerja/satuan kerja yang terdapat pada kawasan yang ditunjuk untuk 

membangun ZI wajib membangun ZI di internal unit serta membangun proses 

bisnis kawasan yang terintegrasi sehingga dapat mempercepat kualitas pelayanan 

dan peningkatan integritas kawasan. Sehingga pembangunan ZI akan semakin 

banyak dilakukan di kawasan dan unit-unit kerja/satuan kerjanya. Dalam proses 
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pembangunan ZI yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014, masih banyak kendala 

terkait bagaimana mekanisme evaluasi pembangunan ZI yang dilakukan oleh Tim 

Penilai Internal (TPI) instansi pemerintah dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional 

(TPN). Salah satunya adalah terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan 

evaluasi yang haras dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena 

itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan 

pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, maka diperlukan pedoman pembangunan 

dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korapsi atau Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 892/PW.02-SD/12/2025 perihal 

Penunjukan Satuan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 di 

Lingkungan KPU, tanggal 19 Mei 2025 dari 16 Satker KPU Kota Bengkulu kembali 

ditunjuk sebagai salah satu pilot project implementasi Pembangunan Zona 

Integritas. KPU Kota Bengkulu telah melaksanakan pemenuhan bukti dukung 

sesuai dengan LKe Zona Integritas dari Kemenpan RB melalui Inspektorat RI. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 

3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan 

Pengawasan Kementrerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/169/PW.04/2024 Perihal Evaluasi 

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024; 

4. Surat Plh Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 Tanggal 

17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada 

Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai Langkah Kongkrit Pimpinan dan Jajaran KPU Kota Bengkulu untuk 

berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bengkulu; 
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2. Untuk menjaga Integritas, Bersinergi dan selalu professional dalam 

memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder. 

D. Ruang Lingkup 

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini 

meliputi persiapan hingga berakhirnya pelaksanaan kegiatan. 

E. Sistematika Laporan 

Sistematika Laporan Pelaksanaan Zona Integritas KPU Kota Bengkulu 

adalah sebagai berikut: 

1. Kata Pengantar; 

2. Daftar Isi 

3. Bab I Latar Belakang; 

Bab ini menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan 

Pelaksanaan Zona Integritas KPU Kota Bengkulu maksud dan tujuan, dasar 

hukum dan sistematika penulisan. 

4. Bab II Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

Bab II ini juga menguraikan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pencanangan 

Zona Integrritas di lingkungan KPU Kota Bengkulu dan pelaksanaan Zona 

Integritas di lingkungan KPU Kota Bengkulu. 

5. Bab III Pelaksanaan, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut; 

Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan KPU 

Kota Bengkulu Tahun 2025 yang menggambarkan pencapaian atas 

komponen pengungkit dan komponen hasil. Bab III ini juga menguraikan 

mengenai evaluasi atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota 

Bengkulu, saran tindak lanjut terhadap hasil kegiatan Zona Integritas Kota 

Bengkulu. 

6. Bab IV Penutup; 

Dalam Bab Penutup ini berisi simpulan, saran dan rekomendasi terhadap Zona 

Integritas yang sedang dilaksanakan di lingkungan KPU Kota Bengkulu yang 

menguraikan secara singkat capaian pelaksanaan Zona Integritas di 

lingkungan KPU Kota Bengkulu, serta rekomendasi yang akan dilaksanakan 

oleh KPU Kota Bengkulu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Zona 

Integritas. 
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BAB II 

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SERTA 
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI 
(WBK) SERTA WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU 

 

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah 

saat ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.  

Proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPUKota 

Bengkulu difokuskan pada penerapan program-program dalam Komponen Pengungkit 

Reformasi Birokrasi, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan 

Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 juncto 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 jo. Peraturan Menpan RB Nomor 52 

Tahun 2014).  

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Bengkulu diawali dengan 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona 

Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah bahwa 

instansinya telah siap umtuk membangun Zona Integritas. Dalam pencanangan tersebut, 

dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas antara Ketua KPU 

Kota Bengkulu bersama Kejaksaan dan Polresta Kota Bengkulu. 

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan 

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat 

dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi 

birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik.  

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah 

dilakukan oleh pimpinan KPU Kota Bengkulu. Pembangunan Zona Integritas difokuskan 

pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan 

Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Selanjutnya Pimpinan KPU 
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Kota Bengkulu menyusun Tim yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota 

Bengkulu.  

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terdiri dari Pengarah, Ketua Tim Kerja, 

Koordinator Tim Manajemen Perubahan beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan 

Tata Laksana beserta anggota, Koordinator Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil 

Negara beserta anggota, Koordinator Tim Penguatan Pengawasan beserta anggota, 

Koordinator Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta anggota, Koordinator Tim 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik beserta anggota. Adapun tugas Tim Kerja 

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM KPU Kota Bengkulu adalah:  

1.  Pengarah, bertugas: 

a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani;  

b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim; 

c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan 

sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan 

dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan 

dampak pada masyarakat;  

d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road 

Map, dan berkelanjutan;  

e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Kota Bengkulu secara berkala dan 

berkelanjutan.  

2.  Tim Kerja, bertugas: 

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :  

1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam 

melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;  

2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; 

3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan 

timbulnya resistensi terhadap perubahan; 

4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; 
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5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani.  

b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas : 

1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan  

2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi 

publik.  

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas : 

1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kota 

Bengkulu; 

2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; 

3) Menetapkan kinerja individu; 

4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; 

5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Bengkulu.  

d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas: 

1) Melakukan public campaign;  

2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; 

3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan 

pemberantasan korupsi. 

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :  

1) Meningkatkan kinerja KPU Kota Bengkulu; 

2) Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Bengkulu; 

3) Menyusun Renstra KPU Kota Bengkulu dengan melibatkan pimpinan; 

4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; 

5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).  

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas : 

1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, 

dan mudah dijangkau; 

2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :  

a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan 

dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, 

capacity building, pelayanan prima); 

b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai 

media;  

c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/ 

punishment;  

d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; 

e) Membuat inovasi pelayanan.  
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4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 

5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus. 

 

A. Persiapan Kegiatan 

Sebelum kegiatan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) tentu adanya berbagai persiapan yang dilakukan, berikut persiapan yang 

dilakukan : 

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan. Dilaksanakan untuk menentukan 

tempat, tanggal, jam mulai pelaksanaan, Peserta dan Panitia Kegiatan. 

2. Mengundang Peserta dengan menyampaikan undangan kepada masing-

masing Peserta. 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

1. Himbauan atau Sosialisasi terkait dengan Pencanangan dan Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan Pemasangan Baliho dan 

Banner di dalam Kantor dan di halaman Kantor KPU Kota Bengkulu. 

2. Kegiatan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 April 2023 dengan 

kegiatan Penandatanganan Piagam oleh Ketua KPU Kota Bengkulu, dan 

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh 

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kepala Kepolisian Resort Kota Bengkulu 

dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu. 

Dalam kegiatan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) tersebut, KPU Kota Bengkulu mengundang beberapa 

Instansi, berikut Peserta yang hadir : 

a. Polres 

b. Kejaksaan Negeri 

c. Dandim 

d. Pengadilan Negeri 

e. Ketua DPRD 

f. Kesbangpol 

g. Bawaslu 

h. Rektor Universitas 

i. Tokoh Masyarakat 

j. Tokoh Adat 
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k. Tokoh Agama 

l. Media 

m. Ormas 

n. OKP 

o. Partai Politik 

 

3. Realisasi Kegiatan 

Kegiatan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) dimulai dengan Pemasangan Baliho dan Banner 

Sosialisasi di Lingkungan KPU Kota Bengkulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasangan Baliho di Lingkungan KPU Kota Bengkulu 
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Kegiatan selanjutnya penandatanganan Piagam oleh Ketua KPU Kota 

Bengkulu bersama Stakeholder terkait serta Penandatanganan Komitmen 

bersama Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiker Oneway Zona Inegritas dan Spanduk Dukungan Zona Integritas di letakkan di Ruangan PPID 
KPU Kota Bengkulu 

Penandatangan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas bersama Kejaksaan Negeri 
Bengkulu dan Polresta Bengkulu disaksikan oleh Bawaslu Kota Bengkulu 
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Piagam Penandatangan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas di 
Lingkungan KPU Kota Bengkulu 

Penandatangan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas oleh Seluruh Kasubag Di 
Lingkungan KPU Kota Bengkulu 

Penandatangan Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas oleh Ketua dan Sekretaris 
KPU Kota Bengkulu 

 



11 

 

4.  Hasil Kegiatan 

a. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) oleh Ketua KPU Kota Bengkulu, dan Penandatanganan 

Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas oleh Kepala 

Kejaksaan Negeri Bengkulu, Kepala Kepolisian Resor Kota Bengkulu dan 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu; 

b. Penandatanganan Komitmen bersama Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 

serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Komisioner 

KPU Kota Bengkulu dan Seluruh Sekretariat KPU Kota Bengkulu; 

c. Himbauan atau Sosialisasi Pencanangan dan Pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor KPU Kota Bengkulu. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 892/PW.02-SD/12/2025 perihal Penunjukan 

Satuan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 di Lingkungan KPU, tanggal 

19 Mei 2025 dari 16 Satker KPU Kota Bengkulu kembali ditunjuk sebagai salah satu pilot 

project implementasi Pembangunan Zona Integritas. KPU Kota Bengkulu telah 

melaksanakan pemenuhan bukti dukung sesuai dengan LKe Zona Integritas dari 

Kemenpan RB melalui Inspektorat RI. Adapun dari hasil pemenuhan bukti dukung yang 

memuat komponen pengungkit dan komponen hasil, KPU Kota Bengkulu mendapat 

penilaian dari Inspektorat 90,19 meningkat dari ditahun sebelumnya yaitu 89,24. 

Area Perubahan % 

A. PENGUNGKIT  
  

1. MANAJEMEN PERUBAHAN 88.63% 
  

2. PENATAAN TATALAKSANA 92.86% 
  

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 85.82% 
  

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 81.21% 
  

5. PENGUATAN PENGAWASAN 88.42% 
  

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 85.81% 

TOTAL PENGUNGKIT 86.89% 
          
B. HASIL 40.00 
 

I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 93.47% 
  

a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : 
Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK) 

98.75% 
  

b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja 
Sebelumnya 

75.00% 
 

II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 97.25% 
  

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : 
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP) 

97.25% 

TOTAL HASIL 95.13% 

ZONA INTEGRITAS  90,19    

 

Pelaksanaan Zona lntegritas menuju Wilayah bebas Korupsi di Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu pada tahun 2024 dilakukan dengan memenuhi Komponen Pengungkit 

dan Komponen Hasil melalui hal-hal sebagai berikut: 

1. .Pemenuhi Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

yaitu : 
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1. Manajemen Perubahan 

a. Tim Kerja 
 

Pembentukan Tim Kerja WBK dengan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kota 

Bengkulu telah dilaksanakan (terakhir dengan SK Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim 

Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi PemilihanUmum 

Kota Bengkulu Tahun 2025; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas Wilayah 

Bebas dari Korupsi telah dilaksanakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang 

Rencana Aksi Pembangunan Zona lntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu; 

c.  Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bengkulu dilakukan dengan penyusunan laporan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan ZI menuju WBK dan WBBM secara Perubahan Pola 

Pikir dan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Rapat Pembentukan TIM Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 
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Bengkulu dilakukan dengan membetuk Agen Perubahan dan Pemilihan 

Pegawai Berintegritas setiap 6 bulan sekali diberikan Penghargaan PNS dan 

Non PNS Berprestasi Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penataan Tata Laksana 
 

SK Budaya Kerja KPU Kota 
Bengkulu 

Pimpinan KPU Kota Bengkulu mengingatkan terkait 
implementasi Zona integritas dalam pelaksanaan apel pagi 

Pemberian Penghargaan Kepada 
Pegawai Berprestasi 

Apel Pagi Setiap Hari di Lingkungan KPU Kota 
Bengkulu 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama Semua kegiatan yang 

dilakukan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah 

dilakukan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang 

berlaku dan dilakukan evaluasi minimal 1 tahun sekali sesuai dengan 

kebijakan administrasi yang telah ditetapkan 
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b. E-Office Pemanfaatan Teknologi lnformasi di Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bengkulu telah dilakukan monitoring dan evaluasi dan Aplikasi SITAPEL yaitu 

Sistem Informasi Data Pemilih yang digunakan untuk Pemutakhiran Data 

Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Tingkat Kota Bengkulu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Keterbukaan Informasi Publik, Pelaksaaan keterbukaan informasi publik 

dilakukan oleh Tim PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Pada Tahun 

2025 KPU Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan dari KPU Provinsi 

Bengkulu Kategori Publikasi Informasi Terbaik 1. 

 
3. Penataan Sistem Manajemen SDM 

a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 

Telah dilaksanakan dengan melakukan kesesuaian kebutuhan pegawai 

dengan peta jabatan dan analisis beban kerja masing-rnasing jabatan, dan 

Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi memberikan perbaikan dalam 

kinerja unit. 
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b. Pola Mutasi Internal dilaksanakan dengan melakukan Mutasi pegawai antar 

jabatan demi pengembangan karir pegawai, Kesesuaian mutasi pegawai 

dengan kompetensi dan pola mutasi pegawai yang telah ditetapkan dan 

melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penguatan Akuntabilitas 

a. Keterlibatan Pimpinan dilakukan dengan Keterlibatan Pimpinan Secara 

Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan, dan Keterlibatan 

Pimpinan Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Penetapan Kinerja 

Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala oleh Pimpinan. 
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d. Pengelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan 

Dokumen Perencanaa tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), lndikator 

Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat Waktu, 

Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja, Upaya 

Peningkatan Kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja dan 

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan Oleh SDM yang 

Kompeten.  

Pada tahun 2024, KPU Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan dari 

KPU Provinsi Bengkulu Kategori Pelaporan Lakip Terbaik 1. 
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5. Penguatan Pengawasan 

Penerapan SPIP dilakukan dengan dibentuknya satgas SPIP dengan SK Nomor 

179 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan KPU Kota Bengkulu 

Tahun 2024 dan SK Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan 

KPU Kota Bengkulu Tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pengaduan Masyarakat  

a. dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat, Tindak 

lanjut penanganan pengaduan masyarakat, Monitoring dan penanganan 

pengaduan Masyarakat di WEB Resmi KPU Kota Bengkulu. 
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b. Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring 

dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kota 

Bengkulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

a. Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, 

Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan 

pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan. 

b. Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya 

penerapan budaya pelayanan prima, Kemudahan mengakses informasi 

dalam berbagai media sosial; 

c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat 

diakses secara terbuka 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 

Tahun 2025 di Komisi Pernilihan Umum Kota Bengkulu, masih ada yang harus 

dilakukan perbaikan yaitu: 

1. Selalu melaksanakan/menerapkan 3S (senyum, sapa, salam) pada desk 

pelayanan informasi; 

2. Masih terlambatnya Pengisian Kartu Kendali e-SPIP. 

3. Belum terdapatnya penyusunan Cascading dan pohon kinerja. 

 

B. Saran 

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 

2024 merupakan salah satu dokumen hasil penyelenggaraan WBK di Komisi 

Pernilihan Umum Kota Bengkulu. 

Dokumen ini dapat menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau 

capaian perbaikan/pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bengkulu agar berjalan efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan/sasaran di tahun 

2025 untuk menjadi Unit Kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

 

 

Bengkulu, 24 Desember 2025 

Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bengkulu 

 

 

 

Rayendra Pirasad 
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